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Abstract

General Background: Traditional institutions hold a strategic role in maintaining social
harmony, preserving cultural values, and resolving disputes in Indonesia, yet their
performance is often challenged by modernization and limited institutional resources.
Specific Background: In Tanjung Lapang Village, West Malinau District, the Traditional
Institution serves as the main actor in the Dayak Lundayeh engagement cancellation custom,
covering ceremonial procedures, settlement of legal and social impacts, and dispute
mediation, despite facing issues in ensuring process effectiveness and fairness.Knowledge
Gap: In-depth empirical studies on the mechanisms, supporting factors, and obstacles of
Traditional Institutions in handling engagement cancellations at the village level, particularly
in North Kalimantan, remain scarce. Aims: To analyze the performance of the Traditional
Institutioninimplementing the engagement cancellation custom and toidentifyits supporting
and inhibiting factors. Results: This qualitative study found that the Traditional Institution is
effective as a facilitator, mediator, and arbitrator, strongly supported by the community, but
hindered by limited communication, modernization influences, and resource constraints.
Novelty: This study provides a comprehensive empirical account of the dynamics of
engagement cancellation in traditional villages and emphasizes the need for institutional
adaptation to social change. Implications: Strengthening institutional capacity, enhancing
customary law literacy, and fostering cross-sector collaboration are crucial to sustaining the
role of the Traditional Institution in preserving cultural values and resolving disputes in
Tanjung Lapang Village.

Highlights:

e Highlights the central role of traditional institutions in engagement cancellation
customs.
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¢ Identifies key challenges including modernization and limited resources.

e Recommends capacity building and cross-sector collaboration for sustainability.

Keywords: Traditional Institution, Engagement Cancellation, Dispute Resolution, Local
Wisdom
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Pendahuluan

Desa merupakan satuan wilayah yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana
masyarakatnya membentuk kesatuan hukum dan sosial yang diakui serta dihormati dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem nasional. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi unit
pemerintahan terendah, tetapi juga menjadi pusat pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan
secara turun-temurun. Keberadaan lembaga adat di desa menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni sosial,
menyelesaikan konflik, dan melestarikan kearifan lokal [6].

Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Selain diatur oleh hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, praktik
perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh norma agama dan adat istiadat setempat. Setiap agama di Indonesia
memiliki tata cara dan syarat tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam
dan Kristen [12], [27]. Namun, di luar aspek agama, adat istiadat lokal juga memegang peranan penting dalam
menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara
hukum negara, agama, dan adat dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh kearifan lokal,
khususnya dalam pelaksanaan adat perkawinan oleh masyarakat Dayak Lundayeh. Tradisi perkawinan adat Dayak
Lundayeh telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat
setempat [12], [18]. Salah satu tradisi yang menonjol adalah adanya “purut”, yaitu pemberian materi dari pihak laki-
laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan dan simbol ikatan antara dua keluarga. Namun, dalam
praktiknya, purut tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti penyimpangan makna hingga munculnya
hutang piutang antar keluarga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai
luhur tradisi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Proses pertunangan dalam adat Dayak Lundayeh diawali dengan peminangan yang disertai ritual dan upacara adat
sebagai simbol kesepakatan antara kedua keluarga. Namun, tidak semua pertunangan berakhir pada pernikahan.
Terdapat kasus-kasus di mana pertunangan harus dibatalkan akibat pelanggaran atau ketidaksepakatan antara
kedua belah pihak [6]. Pembatalan pertunangan ini memiliki konsekuensi sosial dan hukum adat, seperti
pengembalian materi atau pemberian denda sebagai bentuk permohonan maaf dan pemulihan hubungan antar
keluarga. Lembaga adat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa ini,
sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan adil [6].

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat menjadi landasan
hukum yang memperkuat posisi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya. Pengakuan dan perlindungan
terhadap lembaga adat oleh pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian budaya
lokal serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Namun, dalam implementasinya,
lembaga adat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pengaruh modernisasi,
dan potensi konflik kepentingan antar pihak [6]. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja lembaga adat dalam
pelaksanaan adat pembatalan pertunangan menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja lembaga adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan
di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Selain itu, penelitian ini juga berupaya
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas lembaga adat, serta
memberikan rekomendasi untuk penguatan peran lembaga adat di masa mendatang [1], [2], [3], [4], [6]. Dengan
pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam
pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait pelestarian kearifan lokal dan penyelesaian sengketa
berbasis adat di Indonesia [1], [2], [3].

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena
kinerja lembaga adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan
Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan
pemahaman mendalam mengenai proses, makna, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat [3], [4]. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti [5], [7]. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan
manipulasi variabel, melainkan berfokus pada penggambaran realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan [8].
Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk mengungkap nilai-nilai, norma, dan praktik adat yang hidup
dalam masyarakat Dayak Lundayeh.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dengan
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pertimbangan bahwa desa ini merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Dayak
Lundayeh dan masih memegang teguh tradisi adat, khususnya dalam hal perkawinan dan pembatalan pertunangan
[6]. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan substansi masalah, kemudahan akses, serta
relevansi dengan tujuan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keterbatasan waktu,
biaya, dan tenaga, sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan memilih lokasi yang
tepat, peneliti dapat memperoleh data yang valid dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kinerja lembaga adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan,
yang diukur melalui indikator kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Selain itu, penelitian
juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja lembaga adat dalam menyelesaikan kasus
pembatalan pertunangan [11]. Definisi konsepsional dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman Kkinerja
sebagai hasil kerja lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan norma dan nilai adat yang
berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan
dinamika yang terjadi selama pelaksanaan adat pembatalan pertunangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari
informan kunci, seperti kepala adat, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam
proses pembatalan pertunangan [6]. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di
mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan
dalam peristiwa yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, dan literatur
yang relevan dengan topik penelitian [5]. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi
dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan adat pembatalan
pertunangan dan interaksi antar pelaku adat. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk
menggali informasi, pengalaman, dan persepsi mereka terkait kinerja lembaga adat [19], [23]. Studi dokumentasi
digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, seperti peraturan adat, notulen
rapat, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan
mendalam mengenai kinerja lembaga adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan di Desa Tanjung
Lapang.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Adat di Desa Tanjung Lapang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan
adat pembatalan pertunangan. Lembaga Adat berfungsi sebagai lembaga persidangan, fasilitator, dan mediator
yang memfasilitasi dialog antara keluarga kedua belah pihak. Dalam proses pembatalan pertunangan, Lembaga
Adat tidak hanya mendengarkan alasan pembatalan dan memberikan nasihat, tetapi juga memastikan bahwa semua
pihak memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Lembaga Adat memiliki wewenang untuk memberikan
sanksi atau solusi yang dianggap adil, sehingga proses pembatalan dapat berjalan harmonis dan tidak
menimbulkan konflik lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor pendukung utama kinerja Lembaga Adat adalah
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai adat, serta pengetahuan dan pengalaman anggota
Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat, seperti
kurangnya komunikasi antara masyarakat, keluarga, dan Lembaga Adat, serta pengaruh modernisasi yang
menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai adat. Tantangan lain yang dihadapi adalah
keterbatasan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antar pihak yang berselisih.

Dari segi kuantitas, kasus pembatalan pertunangan di Desa Tanjung Lapang relatif jarang terjadi. Dalam kurun
waktu tahun 2023/2024, hanya terdapat tiga pasangan yang membatalkan pertunangan, dan seluruh kasus tersebut
dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun tantangan tetap ada, Lembaga Adat masih mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga
keharmonisan sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya di masyarakat Dayak Lundayeh.

No Pekerjaan Jumlah (Jiwa)
1 Petani 1034

2 Pedagang 41

3 Swasta 431

4 PNS 377

5 TNI 6

6 POLRI 11

7 IPDN 1
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8 Pelajar 882
9 Pekerja yang tidak ada di data 1.583
Jumlah (Jiwa) 4.366

Table 1. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Selain aspek kualitas, penelitian ini juga menyoroti kuantitas dan efektivitas penyelesaian kasus pembatalan
pertunangan oleh Lembaga Adat. Selama periode 2023/2024, tercatat tiga kasus pembatalan pertunangan yang
berhasil difasilitasi dan diselesaikan oleh Lembaga Adat. Setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda, mulai
dari ketidakcocokan pribadi hingga perbedaan pandangan keluarga. Proses penyelesaian dilakukan melalui
musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak, dengan Lembaga Adat bertindak sebagai mediator yang netral.
Hasilnya, seluruh kasus dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di
masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Lembaga Adat berjalan cukup baik.
Anggota Lembaga Adat dinilai memahami peran dan tugas masing-masing, sehingga proses mediasi dan
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kepala Adat dan anggota lainnya secara aktif
memberikan arahan, nasihat, dan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, Lembaga Adat juga
berupaya menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga masyarakat merasa
puas dan menerima hasil mediasi yang dilakukan.

Faktor pendukung utama keberhasilan Lembaga Adat dalam menyelesaikan pembatalan pertunangan adalah
adanya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, serta pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai adat. Namun,
penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya komunikasi antara pihak yang
berselisih, pengaruh modernisasi yang mulai menggeser nilai-nilai tradisional, serta keterbatasan sumber daya
manusia dan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas
Lembaga Adat, meningkatkan literasi adat di masyarakat, dan membangun sinergi dengan pemerintah desa agar
pelaksanaan adat pembatalan pertunangan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Lembaga Adat di Desa Tanjung Lapang masih memegang peranan sentral
dalam penyelesaian kasus pembatalan pertunangan, sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa
lembaga adat merupakan institusi sosial yang berfungsi menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat melalui
mekanisme musyawarah dan mediasi [6]. Keberhasilan Lembaga Adat dalam menyelesaikan tiga kasus pembatalan
pertunangan selama tahun 2023/2024 menunjukkan efektivitas peran mereka sebagai fasilitator dan penengah,
sebagaimana diuraikan pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan menyelesaikan
konflik sosial. Selain itu, dukungan masyarakat dan kepercayaan terhadap Lembaga Adat menjadi faktor kunci
keberhasilan, sebagaimana diungkapkan oleh Darlan [6] yang menyatakan bahwa legitimasi sosial sangat
menentukan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang dihadapi Lembaga Adat, seperti pengaruh
modernisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih
[11], [12]. Menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam mendukung kinerja organisasi publik, termasuk lembaga adat. Selain itu, perlunya sinergi antara Lembaga
Adat dan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013,
menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pelestarian nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial
yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan literasi
adat, dan kolaborasi lintas sektor merupakan strategi yang perlu diupayakan untuk menjaga efektivitas Lembaga
Adat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan di masa mendatang [13].

Pembahasan mengenai kinerja lembaga-lembaga Pribumi dalam konteks pembatalan keterlibatan menunjukkan
adanya tantangan sistemik di berbagai sektor. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kelebihan representasi siswa
Pribumi dalam disiplin eksklusi di Queensland menyoroti perlunya reformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif
untuk mengatasi pembatalan keterlibatan [14]. Selain itu, penghapusan Komisi Pribumi dan Penduduk Pulau Selat
Torres (ATSIC) telah menciptakan kekosongan dalam struktur tata kelola, sehingga mengurangi kapasitas
institusional untuk penentuan nasib sendiri [15]. Dalam tata kelola perusahaan, terbatasnya pembagian kekuasaan
dengan pemangku kepentingan Pribumi menegaskan pentingnya kerangka kerja seperti tangga tata kelola Pribumi
untuk meningkatkan partisipasi [16], sementara dalam perjanjian pertambangan, ketidaksetaraan dalam kekuatan
tawar dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama bagi keterlibatan yang adil [17].

Upaya peningkatan keterlibatan Pribumi telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti strategi responsif
budaya di pendidikan tinggi meskipun masih menghadapi tantangan pendanaan [18], serta kerangka kerja
keterlibatan etis dalam pendidikan musik dan kemitraan komunitas-universitas yang menekankan penghormatan
terhadap kedaulatan suku dan penentuan nasib sendiri [19], [20]. Namun, di bidang seni pertunjukan, inisiatif
keterlibatan sering gagal akibat kurangnya konsultasi langsung, sehingga diperlukan kerangka kerja yang dipimpin
oleh Pribumi [21]. Sebaliknya, lembaga Pribumi seperti fa’a Samoa di Samoa Amerika menunjukkan ketahanan
komunitas yang efektif melalui pengambilan keputusan kolektif [22]. Inklusi bermakna di pendidikan tinggi harus
melampaui tokenisme dengan mengintegrasikan pengetahuan Pribumi [23], sementara di arkeologi komersial
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Kanada, keterlibatan sangat bergantung pada hubungan yang kuat dan modal budaya [24]. Peran Petugas
Keterlibatan Pribumi di Australia juga mengungkapkan perlunya dukungan yang sesuai secara budaya untuk
menyeimbangkan kewajiban komunitas dan tuntutan tempat kerja [25]. Secara keseluruhan, konteks-konteks ini
menegaskan pentingnya pemberdayaan lembaga Pribumi dan integrasi mereka dalam pengambilan keputusan,
guna memastikan keterlibatan yang berkelanjutan, penuh rasa hormat, dan bermanfaat, dengan pendekatan
responsif yang mengakui lanskap budaya, sosial, dan politik Pribumi [21], [22], [23], [24], [25].

Simpulan

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat di Desa Tanjung Lapang memiliki peran yang sangat
vital dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan. Lembaga Adat berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan
penengah yang mampu menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah dan dialog antara pihak-pihak
yang berselisih. Selama periode penelitian, seluruh kasus pembatalan pertunangan yang terjadi dapat diselesaikan
dengan baik, tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh
kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat, pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai adat, serta komitmen
anggota Lembaga Adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang dihadapi Lembaga Adat, seperti pengaruh
modernisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Faktor-faktor ini dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan adat pembatalan pertunangan jika tidak
diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas Lembaga
Adat, meningkatkan literasi adat di masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah desa dan pihak
terkait lainnya. Dengan demikian, Lembaga Adat dapat terus berperan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial
dan pelestarian nilai-nilai budaya di Desa Tanjung Lapang.
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